
PERJANJIAN KERJASAMA ( PKs }

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KETAS I YOGYAKARTA

DENGAN

SMM AUTO CAR

NOMOR : W14.PA5.PAS.12.PA5-H!I.U.O5-Lb

N0. NPWP : 81.058.333.5-541.flX)

TENTANG

Pada hari ini,Senin tanggal,sebelas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,bertempat di
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta,yang bertanda tangan dlbawah ini:

1. ERIS RAMDANI :labatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Yo8yakarta,berkedudukan di Jl.Tamansiswa No.08
Gunung Ketur Pakualaman Yogyakarta ,dalam hal ini bertindak untuk
dan tas nama Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I

Yogyakarta,selanjutnya disebut Pl HAK PERTAMA;

ZUL FADLI NURTEGUHSANTOSO : Jabatan selaku Pemilik Usaha Pencucian dan atau
perawatan mobil AUTO CAR yang beralamatkan di jln.
Ngentak,Pelem,Baturetno kecamatan Banguntapan Eantul Daerah
lstimewa Yogyakarta kode apos 55197, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA

S€lanjutnya pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing - masing disebut PIHAK dan secara bersama -
sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing masing mempunyai batas kewenangan
dan kemampuan serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya,menyatakan sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang: Pemeliharaan dan, atau Perawatan Basan dan
Baran (Kendaraan Motor Roda Empat),berdasarkan atas itikat baik saling membantu,menghormati
dan akan melaksanakan seuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.
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PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BASAN BARAN RAMPASAN NEGARA (KENDARAAN BERMOTOR

RODA EMPAT}



1. Undang - undang Republik lndonesia No.8 Tahun 1981 tentang,Hukum Acara Pidana

2. Undang-undang R.l No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal.zg: Negara

berkewajiban memberikan perlindungan terhadap,lndividu,Keluarga dan harta benda
3. Undang -undang R.l Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah R.l Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP Pasal 27 ayat

1,2,3 dan 4 Pasal 30 Ayat 2 dan 3,Pasal 32 Ayat 1

5. Permenkumham R.l Nomor 16 Tahun2014 Tentang Tatacara Pengelolaan Basan dan Baran di
Rupbasan.

6. Keputusan Menteri Kehakiman R.l No. M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan
tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan

7. Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor.PAS-140.PK.02.01 tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan.

BAB I

PENDAHUTUAN

KETENTUAN UMUM

Posol 1

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara/Rupbasan adalah: Tempat benda yang disita oleh
Negara untuk keperluan proses Peradilan

2. Benda Sitaan Negara/Basan: adalah Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses

Peradilan
3. Barang Rampasan Negara/Baran adalah : Benda Sitaan berdasarkan putusan Pengadilan

yang telah memeperoleh Kekuatan Hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara

Posol 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan
pemeliharaan dan perawatan Benda sitaan dan Barang rampasan Negara.

2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
a. Melakanakan tugas sesual tupoksi yang ada di Rupbasan Kelas I Yogyakarta

khususnya di Subsi Administrasi dan Pemeliharaan (Adpel)

b. Menjaga dan merawat agar Basan dan Baran yang berada di dalam Rupbasan Kelas I

Yogyakarta selalu dalam kondisi baik dan terawat
c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat/publik terkait Basan dan Baran yang

dititipkan di Rupbasan Kelas lYogyakarta.
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Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

8AB II

MAKSUD DAN TU'UAN



8AB lll

RUANG I.INGXUP KERJASAMA

Posol 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi beberapa kegiatan sesuai kebutuhan kondisi kendaraan yang

meliputi :

a. Pencucian mobil
b. Vacum interior mobil
c. Dressing interior
d. Dressing eksterior
e. Dressing mesin
f. Sealant Enterior
g. Semir Ban

BAB IV

PETAKSANAAN

(1) PARA PIHAK bertukar informasi terkait dengan waktu dan pelaksanaan kegiatan dan
pemeliharan kendaraan roda empat yang berada di Rupbasan Kelas lYogyakarta.

(2) (egiatan pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan l kali (satu kali) dalam satu bulan.
(3) Dalam menyiapkan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan

dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB VI

JANGIGWAKTU
Posol 6

! irp{iln Kerjasama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun,terhitung sejak
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di tandatangani dan dapat diperpanjang atau diakiri dengan persetujuan PARA

f,mr
hE- hal salah satu PIHAK bermakud untuk mengakiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum
Et masa berlakunya ,maka PIHAK dimaksud menyampaikan kepada pihak lainnya paling

E I 1 tiga l bulan sebelum diakhiri.
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Posol 4

BAB V

PEMBIAYAAN

Posol : 5

traya fang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada angigaran PIHAK PERTAMA

-aara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Posol I
BAB VIII

PENYETESAIA'{ PERSETISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka PARA

PIHAK bersepakatan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

8AB IX
Posol 9

KETENTUAN tAIN.LAIN
Italam hal segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini,akan
Carr dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Posdl 70
BAB X

ADENDUM

ilnA PTHAK SEPAKAT BAHWA Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan /ditarik kembali
E terjadi perubahan Pimpinan dari PIHAK PERTAMA.

BAB XI

PENUTUP

Posal 77

krtsrjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK,dan dibuat
En rangkap 2 (dua ) eksemplar dan semuanya bermeterai cukup,masing-masing berlaku
*!ai aslinya dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama,selanjutnya 1 ( satu )eksemplar
rhl PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

HAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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BAB VII
PEMANTAUAN DAIT EVATUASI

Pasol 7
(1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terkait

dengan kegiatan perjanjian kerjasama ini.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dari KEDUA BELAH PIHAK dapat menjadi Bahan Evaluasi bagi

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kerjasama ini.
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